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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab
pertanyaan : bagaimana kewenangan komisi informasi dalam penyelesaian
sengketa informasi publik dalam kajian undang-undang maupun kajian figih
siyasah?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (teks
reading) dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-verivikatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Dalam undang-undang tersebut
telah dijelaskan bahwa Komisi Informasi dalam hal penyelesaian perkara
informasi publik dengan cara mediasi dan/atau ajudikasi. Dan untuk
melaksanakan penyelesaian perkara tersebut komisi informasi mempunyai
kewenangan untuk memanggil, mempertemukan, atau bahkan menghadirkan
badan informasi terkait dalam sengketa, itu berarti tidak ada pihak manapun
yang dapat menghalang-halangi komisi informasi untuk memanggil seseorang
atau badan publik yang terkait.

Selain itu Komisi Informasi juga mempunyai kewenangan untuk bebas
meminta bahan, catatan, barang bukti vang terkait dengan sengketa tersebut
untuk menjadi pertimbangan komisi informasi  dalam menyelesaikan
permasalahan-permasalahan informasi. Masyarakat atau badan informasi tidak
diperkenankan menghalangi. menyembunyikan bahan-bahan yang dibutuhkan
oleh komisi informasi pada saat itu.

Keberadaan Komisi Informasi beserta kewenangannya di indonesia
sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Fiqih
Siyasah. Yaitu konsep Tahkim, Keadilan dan a/-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an
al-munkar untuk mewujudkan ketentramanan ketertiban umum dan untuk
memperkecil terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang
dimiliki oleh wilayat al-Mazalim dalam ketatanegaraan islam.
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DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis
(technical term) yang berasal dari bahasa arab ditulis dengan huruf latin.
Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai
berikut:

I. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan arab selurubhnya
dilambangkan dengan huruf, dan transliterasinya ke tulisan Latin sebagian
dilambangkan dengan lambing huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian
lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB LATIN
Kons Nama Kons Nama
' ~Alif Tidak dilambangkan
< Ba B Be
o Ta t Te
< Sa s Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha h Ha (dengan titik di bawah)
fd Kha Kh Ka dan Ha
. Dal d De
3 Zal z Zet (dengan titik di atas)
J Ra T Er
J Zai z Zet
o Sin s Es
U Syin Sy Es dan Ye
U Sad s Es (dengan titih di bawah)
U= Dad d De (dengan titik di bawah)
b Ta t Te (dengan titik di bawah)
) Za z Zet (dengan titik di bawah)
d Ain ¢ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
— Fa F Ef
A Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
Jd Lam L El
& Mim M Em




J Nun N En

3 Wau W We

® Ha H Ha

¢ Hamzah ’ Apostrof
s Ya Y Ya

. Vocal tunggal atau monoftong bahasa arab yang lambangnya hanya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin yang dilambangkan

dengan huruf sebagai berikut:

a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a, misalnya arba’ah

b. Tanda Kasrah dilambangkan dengan huruf i, misalnya Tirmizi

c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u, misalnya Yunus

. Vocal rangkap atau diftong bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dengan huruf, transliterasinya dengan tulisan latin

dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:

a. Vocal rangkap s dilambangkan dengan gabungan huruf aw, misalnya
syawkaniy

b. Vocal rangkap ' dilambangkan dengan gabungan huruf ay, misalnya
zuhayliy

. Vocal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan

horisontal) di atasnya, misalnya wilayah, siyasah

. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid

transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan buruf yang sama

dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya haddun, saddun, tayyib

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif/am,

transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai

dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi

tanda sampang sebagai penghubung. Misalnya al-siyasah

Ta Marbutah mati atau yang dibaca seperti yang berharakat sukun, dalam

tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbutah yang

hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya ru’yah alhilal atau ru’yatul

hilal

. Tanda apostrof (‘) sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk

yang terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan di awal kata. Huruf

hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatu apapun, misalnya Ulama’.

xi




BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai negara-negara di dunia mengedapankan sistem demokrasi, dengan

konsepsi pembagian kekuasaan. Dengan pembagian kekuasaan tersebut diharapkan

. setiap lembaga-lembaga negara mengetahui persis apa yang menjadi tugas dan
fungsi masing-masing lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas antar
lembaga yang pada akhimya menimbulkan konflik baru. Pembagian kekuasaan
yang umum kita kenal adalah trias politika (kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif).

Perkembangan pelaksanaan demokrasi di banyak negara dirasakan tidak
cukup hanya dengan mengandalkan cabang-cabang kekuasaan yang diperkenalkan
Montesquieu, yaitu pemerintahan yang dijalankan dengan sistem trias politika
yakni kekuasaan legislatif (parlemen), eksekutif (presiden) dan yudikatif
(pengadilan). Berkembang sejalan dengan masalah-masalah yang muncul dan
dihadapi oleh negara, cabang-cabang kekuasaan itu dipandang tidak mampu dan
tidak efektif lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam proses
ketatanegaraan. Bahkan justru cabang-cabang kekuasaan itulah yang menjadi

masalah utama pemerintahan berjalan tidak demokratis, sehingga rakyat secara



umum meragukan fungsi dan kinerja masing-masing pemegang kekuasaan
tersebut.

Proses reformasi tahun 1998 diharapkan menjadi dasar dalam mengubah
pola pikir dan arah demokrasi di Indonesia secara menyeluruh. Dalam konteks
yuridis konstitusional, diawali dengan perubahan/amandemen UUD 1945 telah
menghasilkan perubahan-perubahan subtansial bagi penyelenggaraan kehidupan
bernegara. Tidak main-main MPR telah melakukan amandemen UUD 1945
sebanyak empat kali yakni pada Oktober 1999, Agustus 2000, September 2001,
dan Agustus 2002.

Namun, hasil perubahan UUD 1945 tersebut masih mengandung
kelemahan-kelemahan yang dapat menimbulkan persoalan baik dalam penafsiran
maupun pengaturannya'. Hubungan pasal-pasal dalam perubahan UUD 1945 dapat
dikatakan masih belum sempurna, sehingga dapat menimbulkan konflik antar
lembaga dalam tahap implementasinya.

Realitanya, dalam proses ketatanegaraan adanya konflik dan ketidak
percayaan lembaga negara satu terhadap lembaga negara yang lain schingga
memaksa untuk membentuk institusi atau lembaga baru sebagai lembaga negara
pembantu (state auxiliary agencies) yang terbentuk berdasarkan Undang-undang
ataupun peraturan lainnya. Misalnya terbentuknya lembaga komisi antara lain:

Komisi Pemberatasan Korupsi; Komisi Nasional Hak Asasi Manusia; Komisi

! Bambang Wijoyanto dkk, Konstitusi baru melalui Komisi Konstitusi Negara, (Jakarta: Sinar
Harapan, 2002), 75.



Penyiaran Indonesia; Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Komisi Nasional untuk
Anak; Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan; Komisi Ombudsman
Nasional; Komisi Olahraga Nasionali Indonesia; Komisi Hukum Nasional; Komisi
Kepolisian; Komisi Kejaksaan; dan Komisi Informasi Pusat. Selain itu juga
terdapat lembaga-lembaga baru non-komisi semisal: Satuan Tugas Anti Mafia
Hukum; Badan Narkotika Nasional; dan lain sebagainya.

Menurut Firmansyah Arifin’, perubahan dan pembentukan institusi atau
lembaga baru pembantu dalam sistem dan struktur kekuasaan negara merupakan
hasil koreksi terhadap cara dan sistem kekuasaan negara sebagai akibat tuntutan
reformasi serta aspirasi keadilan yang berkembang di masyarakat, sekaligus
sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya cita-cita negara demokrasi, tegaknya
Hak Asasi Manusia dan hukum yang berkeadilan. serta pemerintahan yang bersih
dan bertanggung jawab.

Secara teoritis, perkembangan lembaga-lembaga negara baru selain
lembaga-lembaga negara (menurut UUD 1945: MPR, DPR, DPD, Presiden dan
Wakil Presiden, BPK, MA, MK, KY, Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan TNI)
yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk
dicermati. Dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman,

bahkan suatu keharusan karena semakin tingginya demand dari masyarakat sipil

? Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara dan sengketa kewenangan antar Lembaga Negara,
Konsorsium reformasi hukum Nasional bekerja sama dengan Makhkamah Konstitusi Republik
Indonesia, (Jakarta:2005), 1.



(baik dalam skala nasional maupun gobal) terhadap struktur ketatanegaraan yang
diharuskan memperhatikan konsep-konsep atau ide mengenai hak asasi manusia
dan demokrasi.

Dalam era globalisasi sekarang dimana hubungan negara dangan negara
lain tanpa batas serta segala informasi dapat kita ketahui dengan cepat dan cermat
dari berbagai penjuru dunia. Hal ini pula yang mengkontaminasi pelaksanaan
demokrasi di Indonesia, dimana partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan serta
keterbukaan segala informasi dari pemerintah kepada rakyatnya. Fenomena inilah
yang mengilhami Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerbitkan Undang-undang
nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbﬁkaan Informasi Publik agar masyarakat
umum mendapatkan hak-haknya mengetahui segala informasi yang layak untuk
diketahui tanpa ditutupi dengan dalih apapun.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa informasi merupakan kebutuhan
pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta
merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Disamping itu hak
memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia.  Transparansi atau
keterbukaan informasi publik menjadi bagian dari pemenuhan hak atas informasi
atau hak untuk tahu (right to kmow) yang merupakan hak asasi yang dijamin
konstitusi. Menurut Jimly Asshidiqie3, dalam konsep negara hukum yang

demokratis (democratische rechtsstaat) atau negara demokrasi berdasar atas

? Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press,
2005), 298-299.



hukum, salah satu ciri pokoknya adanya pengakuan dan penghormatan terhadap
hak asasi manusia. Ini mengandung makna hak atas kebebasan memperoleh
informasi publik mutlak dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pada pasal 28A dan pasal 28F UUD 1945 disebutkan,

Setiap orang berhak untuk hidup, serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya”. Seperti penegasan pada tulisan di atas bahwa hakiki kehidupan
paling mendasar supaya dalam mempertahan hidup dan kehidupan terpatri jiwa
patriotisme serta idealisme ialah meletakkan pada garis utama sebagai pedoman
ialah; kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan sosial menuju
kemakmuran.
“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bila sebelumnya hanya wartawan, jurnalis, atau insan pers yang dijamin
hak-haknya untuk mencari informasi, sebagaimana yang dipayungi oleh UU
Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) pasal 4 ayat (3) dan pasal 18 yang
menyebutkan, jumalis mempunyai hak untuk mencari dan menyebarluaskan berita
dan jika hak tersebut dihalang-halangi, pelaku yang menghalangi dapat dikenai
ancaman pidana dua tahun atau denda Rp 500 juta-, kini setiap warga negara
dijamin hak asasinya untuk mengakses informasi publik, yang diatur oleh undang-
undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Dan yang menjadi catatan dalam UU No.14 tahun 2008 seperti tercantum
pada pasal 2 menyebutkan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan

dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Dengan adanya undang-

undang tentang keterbukaan informasi publik ini dapat dijadikan sebagai sarana



mengoptimalkan pengawasan instansi publik terhadap penyelenggaraan negara dan
badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan UU KIP menjadi landasan operasional untuk penegakan hak
untuk tahu bagi setiap warga Negara yang dijamin konstitusi. Tentu, itu akan
berdampak luar biasa ke depan bagi kehidupan kita berbangsa yang lebih baik,
sebagaimana sebelumnya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pres yang
membuka keran kebebasan pers pasca reformasi tahun 1998. Dan dengan adanya
payung hukum tentang keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri
penting negara yang demokratis serta menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk
mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Sebagai implementasi dari dibuatnya undang-undang nomor 14 tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik maka dibentuklah Komisi Informasi yang
merupakan lembaga mandiri berfungsi menjalankan UU Keterbukaan Informasi
Publik (KIP) dan peraturan pelaksanaannya serta menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi atau ajudikasi nonlitigasi.

Salah satu tugas Komisi Informasi adalah menerima, dan memutus
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik karena
penolakan permintaan informasi dengan alasan masuk kategori dikecualikan, tidak

disediakan informasi secara berkala, tidak ditanggapinya permintaan informasi,



pengenaan biaya yang tidak wajar, serta penyampaian informasi melebihi waktu
yang diatur.

Di beberapa negara, istilah UU KI yang menjamur tadi bermacam-macam,
namun semuanya memiliki materi muatan relatif sama yakni menjamin hak publik
untuk: (1) mendapat akses atas informasi penyelenggaraan pemerintahan; (2)
mengawasi perilaku pejabat; (3) berpartisipasi dalam pemerintahan; (4)
melindungi dan mengungkapkan fakta dan kebenaran; (5) kebebasan pers yang
berkualitas dan (6) mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan jika hak atas
informasi dilanggar®

Komisi Informasi yang lahir karena adanya Undang-undang nomor 14
tahun 2008 tersebut telah terbentuk di tingkat pusat dan beberapa daerah, antara
lain: Jawa Timur. Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Hal ini
diharapkan agar kinerja baik lembaga di pemerintah daerah maupun lembaga non-
pemerintahan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada
masyarakat umum. Selain itu Komisi Informasi Daerah dapat menyelesaikan atau
mediasi permasalahan-permasalahan yang terjadi antara lembaga-lembaga tersebut
dengan masyarakat terkait hal itu.

Berdasarkan data yang ada, Komisi Informasi Pusat (KIP) telah menerima

224 sengketa informasi dalam kurun waktu satu tahun sejak diberlakukannya UU

* Mas Achmad Santosa, “Kebebasan vs Kerahasiaan Informasi’, diakses dari
http://www sinarharapan.co.id, tanggal akses 15 Maret 2009.



Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik’. Menurut Ahmad
Alamsyah Siragih, ketua KIP mengatakan tidak semua perkara itu dibawa ke
ajudikasi karena KIP berhasil menyelesaikan sebagian sengketa pada tahap
mediasi, misalnya menghasilkan informasi yang diminta oleh para pensiunan
Perum Damri tentang dana pensiun mereka yang sudah empat tahun tidak
terbayar, akhimya dapat diperoleh dari Perum Damri®.

Hal itu menunjukkan kepercayaan banyak pihak terhadap mekanisme
mediasi yang difasilitasi oleh komisi informasi pusat. Namun, juga ada yang harus
melalui ajudikasi, bebefapa diantaranya: (1) putusan untuk membuka besaran dan
nama pemilik 17 rekening perwira Polri; (2) putusan untuk membuka
pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai informasi
publik vang bisa diakses masyarakat: (3) putusan memerintahkan Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Sumenep memberikan informasi anggaran dan daftar
informasi publik’.

Kondisi tersebut juga dialami komisi informasi di daerah-daerah. Misalnya
di Jawa timur saja, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jatim, Djoko Tetuko, kepada
wartawan di Surabaya, Senin tanggal 4 april menjelaskan, Jumlah kasus sengketa
informasi publik yang terjadi di Provinsi Jawa Timur selama tiga bulan pertama

2011 mencapai 32 kasus atau meningkat tajam dibanding jumlah kasus selama

3 http://antaranews.com/nasional tertanggal 2 Mei 2011.
6 b

Ibid.
7 Ibid.



tahun 2010 yang hanya 19 kasus. Namun, seluruh kasus sengketa informasi sudah
berhasil diselesaikan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh komisioner®,

Bagaimanapun adanya Komisi Informasi ini adalah masih baru, karenanya
wajar masih banyak keraguan-keraguan, pertanyaan, serta sosialisasi tentang peran
dan fungsi Komisi Informasi tersebut meskipun pada hakekatnya telah diatur di
dalam regulasi Undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan Peraturan pemerintah
Nomor 6! tahun 2010, Oleh karena itu perlu adanya kajian-kajian ilmiah dikaitkan
dengan ketatanegaraan menurut figih syiasah, penelitian-penelitian atau
pengamatan fakta-fakta dilapangan terkait peranan Komisi Informasi ini demi
terwujudnya Komisi yang sesuai dengan harapan masyarakat sebagai pemegang
kedaulatan di negara Indonesia.

Al-Qur'an telah menerangkan kebijakan pemerintah yang menyuruh
berlaku adil, walaupun terhadap saudara maupun rakyat biasa. Di dalam al-qur’an
juga di terangkan tentang larangan memanipulasi data/fakta tentang pemerintahan,

terutama dalam jumpa pers’. Sebagaimana dalam surat An nisaa’ ayat 135:

Lz 8. 2 -

585 & gl 3T R T g5 do eiigd bl St aiite

Z .7 z

ase S30a35 G O 5,08 132 2511505 g 058 a3 O STEhIBZ 6 g J51 b Ghubgice

Artinya: “Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka j anganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika

* Di akses dari http://www.kip.jatimprov.go.id. tanggal akses 4 april 2011
® Inu Kencana Syafiie, /lmu pemerintahan dan Al-qur’an, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 157.
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kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”, (An nisaa’ ayat 135).

Dalam sebuah hadits juga dinyatakan mengenai pemerintahan yang amanah
terhadap rakyatnya, yaitu;

Artinya: “dari Ma’qal bin yasar, dia berkata: aku mendengar
rasulullah bersabda: seseorang yang telah ditugaskan Allah memerintah
rakyat kalau dia tidak memimpin rakyat dengan jujur niscaya dia tidak
akan masuk surga”.

Dengan dasar al-qur’an dan hadits diatas keberadaan lembaga yang
menyerupai komisi informasi ini telah ada pada masa sahabat Rosul yaitu pada
masa pemerintahan Khalifah Ali bin abi tholib, yaitu sebagaimana wilayah al-
mazhalim. lembaga ini kekuasaannva adalah dalam bidang peradilan, namun
keberadaannya lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim atau dalam arti lain
lembaga ini memeriksa perkara-pcerkara yang tidak masuk dalam wewenang hakim
biasa'®. Dan salah satu diantara tugas dari wilayah al-mazhalim adalah mengawasi
harta-harta negara yang di kelolah oleh pejabat publik, sehingga lembaga al-
mazhalim ini berbeda dengan Mahkamah yudisial yang Tugasnya hanya
mengawasi para hakim. Jadi contoh dasar untuk menyelenggarakan adanya komisi

informasi ini telah ada, tinggal bagaimana mengembangkan agar dapat digunakan

dalam pemerintahan yang baik di saat sekarang dan masa yang akan datang.

' Hasbi ash shiddieqy, Peradilan dan hukum acara islam, (Semarang: PT pustaka rizki putra
1997), 92.
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B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Cakupan-cakupan yang dapat muncul dari judul skripsi yang akan dibahas

ini adalah mengenai:

1. keterbukaan informasi secara umum,

2. adanya komisi informasi dalam menanggulangi korupsi,

3. kebebasan informasi yang meruntuhkan rahasia-rahasia negara,
masalah-masalah yang dapat muncul dari penulisan skripsi ini adalah

realita-realita yang telah terjadi di lapangan terkait komisi informasi, baik yang

telah diatur atau tidak di dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008. Padahal

dalam penelitian ini akan dibahas kewenangan komisi informasi dalam

menyelesaikan pennasalahan sengketa informasi publik dan dihubungkan dengan

kajian fiqih sivasah.

Karena pembahasan dalam skipsi ini adalah kewenangan komisi informasi
dalam penyelesaian sengketa informasi publik, maka penulis akan membatasi
hanya pada kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian sengketa informasi
publik menurut undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan menurut kajian Figih

Siyasah.
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C. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan pokok
adalah sebagai berikut:
l. Bagaimana kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa
informasi publik menurut undang-undang Nomor 14 tahun 2008?
2. Bagaimanakah kajian Figih Siyasah terhadap kewenangan komisi informasi

dalam menyelesaikan sengketa informasi publik?

D. Kajian Pustaka

Untuk memberi bobot dan keobyektifitas pada skripsi ini, maka langkah
sistematis yang diambil adalah melalui tinjavan pustaka yaitu menginventarisir
berbagai tulisan yang memuat dari judul skripsi ini dan hal-hal yang berhubungan
dengannya. dan yang akan penuiis Xaji adalah bersumber pada buku-buku yang ada
kaitannya dengan judul skripsi ini.

Sejauh ini penulis sudah menemukan berbagai buku atau tulisan sejenis
yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, diantaranya buku yang berjudul,
“Kedudukan Hukum komisi Negara di Indonesia (eksistensi komisi-komisi negara
State Auxiliary Agency sebagai organ negara yang mandiri dalam sistem
ketatanegaraan)™''. Dengan kesimpulan yaitu kewenangan konstitusional komisi-

komisi Negara, eksistensi komisi Negara sebagai lembaga Negara dalam system

"' Lukman Hakim, Kedudukan hukum Komisi Neéara di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2010)
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ketatanegaraan Republik Indonesia, pelembagaan komisi Negara sebagai lembaga
Negara berdasarkan UUD 1945, mengigat pentingnya keberadaan suatu lembaga
Negara dalam suatu pemerintahan untuk menunjang good government, dalam buku
karya ini tidak ditemukan kajian tentang Komisi Informasi (lembaga Negara)
menurut kajian Fiqih Siyasah.

Tulisan skripsi yang sejenis dengan skripsi ini adalah tulisan M. Isa Sa’roni
tahun 2009 tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap kedudukan dan kewenangan
Ombusman Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan
publik (studi analisis UU RI No.37 tahun 2008 tentang Ombusman Republik
Indonesia). Dengan kesimpulan bahwa menurut kajian figih siayasah bahwa
Ombusman sebagaimana yang tclah ada dalam pemerintahan islam yaitu wilyah
al-hishah. Memang tulisan diatas terdapat kesamaan dengan judul vang akan
penulis ini, yaitu sama-sama mengenai penyelenggaraan pelayaan publik. Namun
antara komisi di atas dengan komisi yang akan ditulis oleh penulis ini mempunyai
kedudukan dan kewenangan berbeda dan diatur dalam Undang-Undang yang

berbeda.

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan

sengketa informasi publik berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008.
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2. Untuk mengetahui tinjauan Figih Siyasah terhadap kewenangan Komisi

Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berkaitan dengan judul diatas maka pembahasan ini mempunyai dua jenis

kegunaan yaitu:

L.

Secara teoritis, penelitian ini bisa berguna bagi pengembangan .ilmu
pengetahuan, khususnya bidang hukum pemerintahan, dalam arti membangun,
memperkuat dan menyempurnakan penelitian yang sudah ada, terutama yang
berhubungan dengan dengan fiqih siyasah yang berhubungan dengan berlakunya
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Secara praktis. penelitian ini dapat dijadikar: sebagai bahan pemahaman kepada
pejabat publik dan masyarakat luas bahwa kebecradaan Komisi Informasi di
Indonesia adalah sebuah bentuk pengawalan bagi masyarakat umum untuk
mendapatkan informasi dari pajabat pemerintahan (instansi publik), serta
kewenangan Komisi Informasi dalam menangani hal-hal perkara yang berkaitan
dengan sengketa informasi. Guna menjunjung tinggi hak asasi yang telah
diamanatkan dalam undang-Undang dasar maupun undang-undang serta Al-

Qur’an dan Hadits.
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G. Definisi operasional
Definisi operasional memuat penjelasan pengertian yang bersifat
operasional dan konsep pembahasan schingga dapat dijadikan acuan dalam

menelusuri, menguji atau mengukur penelitian tersebut melalui penelitian kajian

pustaka.

Kewenangan : Hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk
melakukan sesuatu'?

Komisi Informasi : Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU
Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis
standar layanan informasi publik dan menyelesaikan
sengketa informasi publik melalui mediasi dan’atau
ajudikasi nonlitigasi®.

Tinjauan : Hasil meninjau atau pendapat (Sesudah mempelajari,
menyelidiki)'.

Figih Siyasah : Hukum yang mengatur tentang pengelolaan urusan tata

Negara berdasarkan ajaran dan syari’at islam, yang
bersumber dari Al-Qur’an, as-sunnah serta pendapat para

mujtahid atau Fuqaha’.

12 poerwo Darminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1272.
13 Undang-undang RI nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, 9.
1 Poerwo Darminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1198.
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H. Metode penelitian
Metode penelitian adalah strategi umum yang berupa tahapan-tahapan
yang terencana secara sistematis yang dianut dalam pengambilan data dan analisis
data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi.
1. Data yang dikumpulkan
Secara rinci data yang dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam
rumusan masalah di atas adalah:
a. Data tentang latar belakang kewenangan Komisi Informasi dalam
menyelesaikan sengketa informasi publik menurut undang-undang nomor
14 tahun 2008.
b. Data tentang penjelasan dan penerapan undang-undang nomor 14 tahun
2008 tentang kewenangan komisi informasi menurut Figih Sivasah.
2. Sumber Data
Bentuk penelitian ini adalah library research (penelitian kepustakaan),
maka sumber data yang diambil berupa buku-buku yang terkait. Adapun buku-
buku atau kitab-kitab dijadikan literatur pokok dalam menyusun studi ini
adalah
a. Sumber Primer
1) Undang-Undang Dasar RI 1945
2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi

publik
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3) Peraturan komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang standar
layanan informasi publik
4) Peraturan komisi informasi nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur
penyelesaian sengketa informasi publik
b. Sumber Sekunder
1) Kebebasan informasi public versus rahasia Negara karya R. Muhammad
Mihradi
2) Kedudukan hukum komisi Negara di Indonesia (eksistensi komisi
negaran sebagai organ Negara yang mandiri dalam system
ketatanegaraan), karya Dr.Lukman Hakim.SH.,MHum
3) Al-ahkam al-sulthaniyah karya Imam Mawardi
4) Siyasah Syar’iyah Etika politik Islam Karya Ibou Taymiyah
5) Hukum tatanegara dan pilar-pilar demokrasi karya jimly Asshiddigie
6) Perbandingan figih siyasah karya Dedi Supriyadi
3. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik
bibliografi, yaitu mengkaji, mengklasifikasi kitb-kitab, sebagai sumber refrensi
yang relefan dengan tema penelitian, dan metode pembacaan dan kajian teks
serta mencari data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi

ini dari buku-buku. Yang kemudian ditulis ulang oleh penulis.
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4. Teknik Pengelolaan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

a. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama
dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan kaselarasan antara yang
satu dengan yang lain.

b. Organizing, yaitu menyususun dan mensistematikan data yang diperoleh
dalam rangka paparan yang sudah direncanakan.

C. Analyzing, yaitu melakukan analisa/tinjavan hukum terhadap hasil
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga
diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahn yang
dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data
Tehnik yang digunakan dalam menganalisa data pada penclitian ini
adalah Deskriptif-Verivikatif dengan menggunakan pola pikir Deduktif.

a. Deskriptif adalah suatu cara menguraikan atau mengambarkan data yang
ada sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh.

b. Verifikatif adalah menilai aturan aturan yang ada dalam Undang-undang
Nomor 14 tahun 2008 dengan memakai aturan dalam hukum islam di dalam
konteks figih siyasah terhadap permasalahan implementasi pemerintahan

Indonesia.
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c. Deduktif adalah pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan
memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fiqih, serta
pendapat mujtahid. Kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat

khusus.

I. Sistematika Pembahasan
Untuk memudabkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat
dipahami permasalahnnya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam
perbab yang masing-masing bab mengandung subbab, schingga tersusun
keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya
disusun sebagai berikut:
Bab pertama: menjclaskan tentang gambaran bagaimana. dan untuk apa
studi ini di susun, oleh karena itu dalamm bab pertama ini
di paparkan tentang: Latar Belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan
sistematika pembahasn.
Bab kedua: Landasan teori yang berisi tentang urgensi pemerintahan
dalam islam, yang meliputi: teori kenegaraan dalam

islam, tujuan dan tugas Negara. Wilayah Mazhalim yang



Bab ketiga:

Bab keempat:

Bab kelima:

20

meliputi Pengertian, sejarah wilayah al-mazhalim, syarat-
syarat, tugas dan wewenang wilayah al-muzhalim.

Data yang berisi tentang kewenangan Komisi Informasi
dalam mengawasi informasi publik dan penyelesaian
sengketa informasi publik. Bab ini menjelaskan komisi
informasi di indonesia meliputi latar belakang, dasar
hukum, tujuan dibentuknya komisi informasi, serta
kewenangannya dalam penyelesaian sengketa informasi
publik.

Menjelaskan tentang analisis figih siyasah terhadap
kewenangan komisi informasi dalam penyelesaian
sengketa informasi publik mclalui pendekatan analisis
Undang-Undang nomor 14 tahun 200X tentang
keterbukaan informasi publik.

Penutup yang memuat kesimpulan yang merupakan
rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang
ada dalam penelitian. Serta saran-saran yang berkaitan

dengan topik pembahasan skripsi ini.



BAB I

LANDASAN TEORI

A. Urgensi Pemerintah dalam Islam

1. Teori Kenegaraan dalam Islam

Negara Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad dapat dikatakan
sebagai negara dalam pengertian yang sesungguhnya, kerena telah memenuhi
syarat-syarat pokok pendirian suatu negara yaitu, wilayah, rakyat, pemerintah, dan

Undang-Undang Dasar.

Menurut Munawir Sjadzali, piagam madinah sebagai konstitusi negara
madinah memberi landasan bagi kehidupan bemegara dalam masyarakai vang
mejemuk di madinah. Landasan tersebut adalah pertama, semua umat islam adalah
satu kesatuan, walaupun berasal dari berbagai suku dan golongan; kedua,
hubungan intern komunitas muslim dan hubungan ekstern antara komunitas
muslim dengan di dasarkan pada prinsip bertatanegara yang baik, saling membantu
menghadapi musuh bersama, membela orang yang teraniaya, saling menasehati

dan menghormati kebebasan beragama'”.

Dilihat dari praktek Nabi Muhammad mendirikan dan memimpin negara

Madinah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan suatu negara adalah penting dalam

1 Munawir Sjadzali, Is/lam dan Tatancgara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Ul Press,
1993), 15.
21
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islam. Dengan adanya negara, maka wahyu-wahyu Allah dapat diterapkan secara
efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketentraman dan
keharmonisan kehidupan manusia. Namun, negara bukanlah tujuan islam,

melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut.

Hal ini merupakan isyarat bahwa dalam soal kenegaraan dan pemerintah,
Nabi Muhammad tidak memberikan ketentuan atau peraturan yang baku dan
mutlak harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip
dasar yang harus dilaksanakan. Sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang
bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat islam. Merekalah yang
merumuskannya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan permasalahan yang
mereka hadapi. Ini pula sebabnya Nabi Muhammad tidak menunjuk secara tegas
siapa kelak yang akan menggantikan beliau setelah mcninggal dunia. karena

suksesi kepemimpinan ini juga termasuk hal-hal yang bersifat teknis'".

. Tujuan Negara

Tujuan islam terpenting adalah mewujudkan keadilan sosial yang
terformulasi dengan tindakan “menyeru kepada kebaikan dan mencegah

kejahatan” (al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar). Namun siapa yang

1 Muhammad Igbal, Figh siyasah konstektualisasi doktrin politik islam, (Jakarta; Gaya media
pratama. 2007), 103.
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menghendaki suatu tujuan, konsekwensinya harus mau melaksanakan cara-cara

untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam hal ini Ibn Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) menegaskan,
“Allah mewajibkan manusia untuk melakukan perintah berlaku ma’ruf dan nahi
mungkar, keadilan, melaksanakan haji, melaksanakan sholat jamaah, jujur, amanat,
dan memerangi orang-orang yang dzalim. Semua itu tidak akan terlaksana kecuali
dengan kekuatan (kekuasaan) dan imarah (kepemimpinan)'’. Begitu pula menurut
pendapat Al-Mawardi bahwa imam (khalifah) itu diproyeksikan untuk mengambil
alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia (a/-imamal

mawdhuatun Ii khilafatin nubuwwah i hirasat al-din wa siyasat al-dunya)'®.

Tujuan lembaga pemerintah dalam pandangan Al-Ghozali adaiah iembaga
yang memiliki kekusaan dan menjadi alat melaksanakan syari'a:, mewujudkan
kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama'®. Oleh
karena itu keberadaan negara dan pemerintahan sangat penting dalam rangka
mengurus dan mengayomi masyarakat. Bahkan Imam Mawardi berpendapat bahwa
imamah adalah sebuah lembaga politik yang sangat sentral dan penting dalam

bemnegara.

"7 Tbn Taimiyah, Siyasah syar'iyah etika politik islam, Diterjemahkam oleh Rofi’ munawar,
(Surabaya; Risalah Gusti 1999), 73.

'* Imam Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthoniyah terjemah fadli bahri, (Jakarta: Darul Falah 2007),
1.

" Dikutip dalam Sujuti Pulungan, Figh Sivasah ajaran sejarah dan pemikiran, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada 1999), 261.
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Menurut Muhammad Igbal bahwasannya tujuan pendirian negara tidak
terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat manusia. Yaitu memperoleh
kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat karena tujuan ini tidak mungkin
dicapai hanya secara pribadi-pribadi saja, maka islam menekankan pentingnya
pendirian negara sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut?’. Muhammad
Igbal juga mengutip pendapat Fazrur Rahman, yang secara sederhana merumuskan
tujuan negara islam adalah untuk mempertahankan keselamatan dan intetegeritas
negara, memelihara terlaksananya undang-undang dan ketertiban serta
membangun negara itq, sehingga setiap warganya menyadari kemampuan masing-
masing dan mau menyumbangkan kemampuannya demi terwujudnya

kesejahteraan seluruh warga negaranya®'.

Penjalasan ini mengisyaratkan bahwa negara merupakan alat untuk
menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran islam agar lebih efektif dalam
kehidupan menusia. Disamping itu, negara juga didirikan untuk melindungi
manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan dan kekuasaan yang
memaksa agar peraturan-peraturan yang diciptakannya dapat dipatuhi sejauh tidak
bertentangan dengan ajaran islam itu sendiri. Namun demikian, negara sendiri
bukanlah tujuan dalam islam, melainkan hanyalah sebagai alat atau sarana dalam

mencapai tujuan kemaslahatan manusia.

 Muhammad Iqbal. Figh siyasah......134
2 Ibid. 136
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Jika tujuan negara yang paling ideal dan paling tinggi adalah kemaslahatan
manusia atau kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, maka tujuan negara yang
paling dekat yang harus di capai sekarang untuk mewujudkan kebahagiaan
tersebut ialah terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara yang
adil dan makmur dengan limpahan ampunan Allah SWT). Sebagaimana dalam

Surat Saba’ ayat 15:

io‘!< 2 ,.
(Vo elr) j928 )3

Artinya: ‘Sesungguhnya bagi kaum saba’ ada tanda kekuvasaan tuhan
ditempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah
kiri, (kepada mreka dikatakan) “makanlah olehmu rizki Yyang (dianugrahkan) oleh
tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. (negerimu) adalah negeri yang baik

(adil dan makmur) dan tuhanmu adalah tuhan yang maha pengampun”

. Tugas Negara

Suatu lembaga imamah atau lembaga pemerintahan memiliki tugas-tugas
yang jelas, yaitu pertama, mempertahankan dan memelihara agama menurut

prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma’ salaf (generasi
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pertama umat islam). Kedua, melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak
yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara
yang dianiaya dengan yang menganiaya. Ketiga, melindungi wilayah islam dan
memelihara kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun
harta. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan memelihara hukum-hukum tuhan.
Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. Keenam, jihad terhadap
orang yang menentang islam setelah adanya dakwah, agar mereka mengakui
cksistensi islam. Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan
syara’ nash dan ijtihad. Kedelapan, mengatur penggunaan harta bait-al maal secara
efektif. Kesembilan, meminta nasihat dan pandangan-pandangan dari orang-orang
yang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara agama.
pemerintah dap kepala negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan

yang sebenarnya®”.

Dalam makalah yang ditulis oleh Efrinaldi dalam Urgensi Pemerintahan
dalam Islam®, dikatakan bahwa tugas suatu negara dan pemerintahan dalam
konsepsi islam ada dua macam yaitu: pertama, berupa tugas-tugas yang dimiliki
secara khas oleh negara yang konstitusinya memuat acuan syari’ah, tugas ini
dirancang agar sayari’ah terpelihara dan tujuan-tujuannya terpelihara apabila
peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya mengurus pelaksanaan shalat jama’ah,

pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan kedilan (al-qadla’),

2 Imam Mawardi, A/-ahkam..... hal.23
3 Efrinaldi, Urgensi pemerintah dalam islam, (efrinaldi.com 19 juni 2011)
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mengawasi pasar (hisbah), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam
timbangan , ukuran kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan
jihad untuk memberantas kemungkaran dan kedzaliman yang meresahkan

masyarakat.

Kedua, tugas-tugas yang dimiliki pula oleh negara dan pemerintah pada
umumnya. Secara historis, dalam tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat
kepala negara, president, mentri, panglima, hakim dan lain sebagainya; tugas
mengawasi dan mengatur lembaga hukum; menyelenggarakan pendidikan dan
administrsi pemerintahan; tugas dibidang perpajakan dan keuangan; dan tugas-
tugas dan fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan kescjahteraan

masyarakat.

Eksistensi agama dalam negara dan pemerintahan dan kaitannya dengan
otoritas kepala negara di ibaratkan oleh imam Al-Ghozali sebagai dua anak
kembar. Agama adalah suatu pondasi, sedangkan pemerintahan adalah
penyangganya. Sesuatu yang tanpa pondasi akan runtuh dan suatu pondasi yang
tanpa penyangga akan hilang. Atas dasar itu, menurut Al-Ghazali asal-usul
keberadaan negara dan pemerintah merupakan suatu keharusan bagi ketertiban

dunia. Ketertiban dunia merupakan suatu keharusan bagi ketertiban agama,
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sedangkan ketertiban agama sangat penting untuk mencapai kesejahteraan akhirat

kelak*.

Sebagaimana tugas-tugas dari sebuah pemerintahan yang salah satunya
adalah melindungi hak-hak rakyat, menyelenggarakan administrasi pemerintahan
yang baik dan menyampaikan kabar berita sebagaimana mestinya demi
kemaslahatan dan kepentingan ummat, hal ini terdapat dalam al-Qur’an yaitu

dalam Surah an Nis;sa’:

3 2 20 e- 4," 20- -5 & . PP
SN O Gyl T o B g5 & f\.q_, Lt gy R aigiLe

. ‘ - z

bis S3lass G O d Sell 135 K55 Oup 13 a3 O (sTENSAE S8 s B3 & Gngigicd

C\\

Artinya: “Wahai orang yang beriman. jadilah kamu crang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu
kerjakan”, (An nisaa’ ayat 135).

Berkaitan dengan ayat diatas adanya suatu lembaga peradilan sudah ada
sejak sebelum pemerintahan Rasul Muhammad SAW, karena peradilan adalah

suatu wadah untuk menyelesaikan segala sengketa diantara penduduk.

Tugas negara dalam membela hak-hak rakyat juga telah di contohkan pada

masa Nabi Muhamad SAW, yaitu berupa perbuatan beliau. Rasul pernah

2 Abu abdul ali ben haj & muhamad iqbal, Negara ideal menurut islam, (Jakarta: ladang pustaka
& intimedia, 2002), 84
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menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menyelesaikan kasus mazhalim
(pembunuhan) yang dilakukan Khalid bin Walid terhadap bani Juzaimah. Setelah
mendengarkan penjelasan berbagai pihak, Ali membayarkan dendanya kepada
mereka. Kemudian pada msa khalifah, Umar pernah menegur Amr bin ‘Ash dan
menyindir dengan pedas perlakuannya terhadap penduduk Mesir (memanggil di
depan orang banyak dengan kata-kata “Hai orang Munafik), walau orang tersebut
telah memaafkan Amr bin ‘Ash. Dan Khalifah Ali bin Abi Thalib pernah
mengembalikan semua tanah rakyat yang dirampas suku Umaiyah selama Utsman

berkuasa.

Wilayah al-Mazalim

. Pengertian

Wilayah al-Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan,
yang lebih tinggi dari pada kekuasaan hakim dan kekuasaan muhtasib. Lembaga
ini memeriksa perkara-perkara yang tidak masuk kedalam wewenang hakim biasa.
Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh
penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang-orang yang

berkuasa®.

25. Teungku muhammad hasbi ash Shiddieqy., Peradilan & Hukum Acara Islam, (semarang: PT.
Pustaka rizki putra, 1997), 92.
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Sebagian dari perkara-perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah
perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang teraniaya dan sebagaiannya pula
tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan, tetapi memang jadi

wewenang lembaga ini untuk memeriksanya.

2. Sejarah Wilayah al-Mazalim

Lembaga al-Mazalim ini telah terkenal sejak zaman dahulu. Lembaga ini
terkenal dalam kalangan bangsa persia dan dalam kalangan bangsa arab di zaman
jahiliyah. Di zaman Rasulullah masih hidup, maka Rasul sendiri yang
menyelesaikan scgala pengaduan terhadap kedzaliman para pejabat. Di waktu
masa pemerintahan khulafaur Rasidin tidak mengadakan lembaga ini. dikarenakan
anggoti-anggota masyarakat pada waktu itu masih dapat dipengaruhi ajaran-
ajaran agama. Pertengkaran-pertengkaran yang terjadi diantara mereka dapat
diselesaikan oleh pengadilan biasa. Akan tetapi pada akhir masa pemerintahan Ali
bin abi Tholib, beliau merasa perlu mempergunakan tindakan-tindakan yang keras
dan menyelidiki pengaduan-pengaduan tergadap penguasa-penguasa yang berbuat

kezhaliman?®.

Tetapi pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Tholib ini belum ditentukan

hari-hari tertentu untuk meneliti perkara-perkara ini. Baru pada zaman permulaan

% Ibid, 94.
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khalifah Abdul Malik bin Marwan yang sengaja mengadakan waktu-waktu
tertentu untuk memperhatikan pengaduan-pengaduan rakyat kepada para pejabat.
Di dalam memutuskan perkaranya, Abdul Malik bin Marwan berpegang pada
pendapat para hakimnya dan ahli-ahli figihnya. Yang kemudian lembaga ini
diteruskan oleh Umar bin Abdul Aziz yang mempertahankan kebenaran dan dan
membela rakyat dari kedzaliman. Oleh karenanya dimasa pemerintahannya beliau
pernah mengembalikan harta-harta rakyat yang diambil oleh bani umaiyah secara

dzalim?’.

Dikisahkan, bahwa Al-Mansur Radhiyaallahu Anhu mendapat laporan
bahwa para penulis dokumennya memanipulasi dokumen dan mengubahnya. Lalu
ia perintahkan salah scorang bawahannya memanggil mereka, karcna ia bermaksud
memberi sanksi disiplin kepada mereka. Salah seorang pemuda dari mercka
berkata ketika ia dipukul, “senioga .Allah memanjangkan umurmu dalam kebaikan
dan kemuliaan, wahai amirul mukminin. Dengan pengampunanmu, kami meminta
perlindungan jika engkau memberikan perlindungan kepada kami, engkau
pelindung alam semesta. Kami para penulis men.gaku telah melakukan kesalahan
maka berilah sesuatu kepada penulis yang baik-baik”, Kemudian Al-Mansur
menginstruksikan pemecatan mereka kecuali pemuda tersebut, Al-Mansur
perlakukan dengan baik pemuda tersebut, karena terbukti ia pemuda yang jujur

dan pandai.

7 Ibid.
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Di masa Khalifah Al-Makmun,pernah seorang komandan pasukan menulis
surat kepada Khalifah, dan didalam suratnya ia menjelaskan bahwa para anak
buahnya telah berpencar tidak karuan, dan merampas harta orang. Kemudian
Khalifah Al-Makmun mengirim surat balasan, dan di dalam surat balasannya Al-
Makmun berkata: “jika engkau berbuat adil terhadap mereka, mereka tidak akan
berpencar-pencar tidak karuan. Dan jika kalian memenuhi hak-hak mereka, mereka

tidak akan merampas harta orang lain.

Di dalam risalah al-kharady, Abu Y usuf menganjurkan kepada Khalifah
Harun Ar Rasyid supaya mengadakan sidang-sidang untuk memeriksa pengaduan-
pengaduan rakyat terhadap para pejabat. Yang kerap kali para khulafa dahulu
menyerahkan tugas ini kepada wazir-wazir dan kepada dacrah atiau hakim-hakim>".
Pada masa dahulu pengadilan vang dibentuk untuk memutuskan perkara-perkara
kezhaliman pada masa itu dilakukan di masjid-masjid. scrta dilengkapi dengan
bermacam-macam aparat agar pengadilannya mempunyai kewibawaan yang penuh

dan dapat melaksanakan putusan-putusannya.

Di masa Rasul, Zubair bin ‘Awwam pemnah menolak mengalirkan air
melalui ladangnya ke ladang salah seorang Anshar, tetangganya, hingga tanaman
orang tersebut mati kekeringan. Ketika orang itu mengadukannya kepada Rasul
dengan menyindir bahwa Zubeir adalah anak paman Rasul, dengan tegas beliau

mengatakan kepada Zubeir: “Ambillah air itu sepuasmu, ya Zubeir, kemudian

*Imam Mawardi, Al-Ahkamus Sulthoniyah. 81.
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alirkan ke tetanggamu”. Rasul pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib
menyelesaikan kasus mazhalim (pembunuhan) yang dilakukan Khalid bin Walid
terhadap bani Juzaimah. Setelah mendengarkan penjelasan berbagai pihak, Ali
membayarkan dendanya kepada mereka. Umar pernah menegur Amr bin ‘Ash dan
menyindir dengan pedas perlakuannya terhadap penduduk Mesir (memanggil di
depan orang banyak dengan kata-kata “Hai orang Munafik), walau orang tersebut
telah memaafkan Amr bin ‘Ash. Khalifah Ali bin Abi Thalib mengembalikan

semua tanah rakyat yang dirampas suku Umaiyah selama Utsman berkuasa®.

Dalam sejarahnya pula lembaga ini dilengkapi dengan pengawal-pengawal
yang merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang
yang membangkang di dalam masa pemeriksaan. Dan dilengkapi pula dengan
hakim-hakim vang pandai untuk ditanva pendapat-pendapatnya tentang jalannya
pemeriksaan, dilengkapi pula oleh ahli-ahli figh untuk ditanyakan pendapanya oich
panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing
pihak, dan dilengkapi juga oleh dengan orang-orang yang dapat dijadikan sebagai
saksi untuk dipergunakan dimasa-masa persidangan memerlukan saksi sebagai
orang-orang yang diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan

yang diberikan oleh ketua pengadilan Mazalim.

Sebagaimana kelengkapan-kelengkapannya adalah sebagaimana berikut :

 http://www.esikonline.co.cc/
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1. Pegawa-pegawai yang merupakan pegawai dan penjaga yang akan bertindak
terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan.

2. Hakim-hakim yang pandai untuk ditanya pendapatnya tentang jalannya
pemeriksaan (Saksi Ahli Penulis).

3. Abhli-ahli figh untuk ditanyakan pendapatnya di dalam masalah itu (Saksi Ahli
Penulis).

4. Panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing
pihak.

5. Saksi untuk dipergunakan di masa-masa persidangan, sebagai orang yang
diminta persaksiannya untuk menyaksikan putusan-putusan yang diberikan oleh

ketua pengadilan Mazhalim.

3. Syarat-Syarat Wilayah al-Mazalim

Diantra syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi hakim
al-Mazalim ialah memiliki kedudukan yang tinggi dimata masyarakat, perintahnya
dipatuhi, berwibawa “bersih” tidak ambisius dan sangat wara’ (menjauhi maksiat
dan hal-hal subhat), karena dalam menjalankan tugasnya ia membutuhkan

gabungan dua sifat sekaligus: ketegasan aparat keamanan dan ketegasan hakim.
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Dengan kedudukannya yang tinggi ia berhak mengeluarkan perintah kepada aparat

keamanan dan hakim®.

4. Tugas dan Wewenang Wilayah al-Mazalim

Secara umum tugas Wilayah al-Mazalim adalah mengajak para pelaku
pidana kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka dan melarang pihak-pihak

yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka.

Ada sepuluh pokok perkara —perkara yang diperiksa oleh lembaga al-
Mazalim ini yaitu®':
a. Penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupurn terhadap

golongan.

b. Mengontrol  Kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk
mengumpulkan zakat dan mengontrol harta-harta kekayaan rakyat yang

lainnya.
c. Mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat.

d. Pengaduan yang diajukan oleh para tentara lantaran gaji mereka dikurangi

ataupun dilambatkan pembayarannya.

® Imam mawardi. Al-zhkam........143
! Tbid.
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e. Mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh

penguasa-penguasa yang dzalim.
f. Memperhatikan harta-harta wakaf.

g. Melaksanakan putusan-putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh
hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah

orang yang tinggi derajatnya.

h. Meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang

tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah.

i. Memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadat-ibadat yang nyata seperti Jum’at, hari

raya, dan jihad.

j. Menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa diantara pihak-

pihak yang bersangkutan.
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BAB III

KEWENANGAN KOMISI INFORMASI DALAM MENGAWASI INFORMASI

PUBLIK DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

A. Gambaran Umum Komisi Informasi di Indonesia
1. Pengertian

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan
peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis dasar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengket»a informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi terdiri atas komisi informasi pusat vang berkedudukan di
ibu kota negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di ibu kota
provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi di tingkat kabupaten’kota yang

berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

2. Sejarah
Pengaturan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik sebagai hak
dasar sudah sepatutnya dijamin di dalam ketentuan Konstitusi atau Undang-

Undang Dasar. Konstitusi merupakan merupakan fondasi dimana hal-hal mendasar

37
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harus diletakkan dan diatur, termasuk didalamnya hak asasi manusia. Hak asasi
manusia suatu hal yang dapat menyebabkan martabat manusia termuliayakan.

Umumnya semua negara memiliki Konstitusi. Konstitusi terpilah, ada yang
tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis disebut undang-undang
dasar, yang artinya terkodifikasi dalam satu dokumen. Tidak tertulis artinya
tesebar dalam berbagai aturan , tidak terdokumentasi dalam satu dokumen atau
naskah.”> Menurut Sri Soemantri ada tiga materi muatan Konstitusi yang
mendasar, yakni pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan
warganya. Kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang bersifat fundamental.

Adanya keterbukaan Informasi Publik memberikan hak kepada sctiap orang
untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik.
dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang
dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang ini. Undang-Undang ini
mengisyaratkan adanya jaminan kepada setiap individu atau kelompok masyarakat
atau badan publik lainnya untuk memperoleh informasi yang diinginkan dan dapat

digunakan untuk kepentingan sendiri atau publikasi.

32 8 Soemantri, Prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi, (Bandung: Alumni, 1986), 51.
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Pemerintah telah mempersiapkan lembaga independent yaitu Komisi
Informasi guna menyelesaikan sengketa informasi yang terjadi antara individu
atau kelompok masyarakat dengan badan publik yang menguasai informasi publik
dengan mediasi atau ajudikasi non litigasi. Didalam pasal 23 Undang-undang
no.14 tahun 2008 tentang informasi publik ditegaskan bahwa Komisi Informasi
merupakan lembaga yang mandiri berfungsi menjalankan undang-undang ini dan
. peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk tehnis standar layanan informasi
publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.

Tujuan utamanya adalah menjadikan masyarakat peduli dan ikut serta
dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang menyangkut
kepentingan bersama, atau segala seuatu vang direncanakan pemerintah uniuk
perencanaan atau program kedepan.

Semangat dan niat baik pemerintah menuju pemerintahan yang good
governance melalui membangun masyarkat yang sejahtera dengan keterbukaan
pada informasi publik sudah sangat nampak, dikarenakan makna dari undang-
undang ini mempunyai korelasi dan relevansi dengan Undang-undang no. 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), undang-undang yang baru muncul
sebelum undang-undang ini yaitu Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang no.32 tahun 2002 tentang

penyiaran, undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers.
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3. Dasar Hukum

Jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik, selain
diamanatkan dalam pasal 28F UUD 1945 dan sekaligus juga pencerminan nilai-
nilai pancasila, khususnya sila yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat
(demokrasi). Kemudian diterbitkan pula ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
tentang hak asasi manusia, dimana dalam pasal 20 dan pasal 21 ditegaskan
mengenai jaminan setiap orang dalam berkomunikasi, mencari, memperolah,
memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan segala
jenis saluran yang ada.

Dan hal serupa ditegaskan di dalam Undang-Undang No, 39 tahun 1999
tentang hak asasi manusia. Mengingat hak atas kebebasan memperoleh informasi
publik merupakan bagian dari hak asasi manusia. Maka hal ini berkesesuaian
dengan ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis besar haluan negara
tahun 1999-2004 yang pada butir ke 9 arahan politik pembangunan hukum
nasional dinyatakan perlunya peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi
manusia. Di tahun yang sama pula terbit Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999
tentang program pembangunan nasional (propenas) yang mengamanatkan agar
pemerintah dan DPR menyusun undang-undang tentang kebebasan dan.

transparansi informasi.
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Pada akhirnya, mengingat semenjak tahun 2004 tidak lagi dikenal adanya
garis-garis besar haluan negara maka arahan politik hukum kedepan, menurut
Satya Arinanto®, didasarkan pada peraturan presiden (perpres) nomor 7 tahun
2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009.
Perpres dimaksud salah satu kebijaknnya mengatur mengenai perbaikan substansi
(materi) hukum, struktur (kelembagaan)hukum dan kultur (budaya) hukum yang
didalamnya mencerminkan pula kebutuhan adanya transparansi dan akses
informasi publik.

Dari berbagai dasar perundang-undangan diatas, maka secara terang
terdapat dorongan bahwa politik hukum yang diarahkan kedepan mengemban
amanat akan perlu dibentuk undang-undang berkaitan dengan jaminan kebebasan
memperoleh informasi publik. Hal ini tidak hanya sebagai implementasi amanat
konstitusi, namun diarahkan sebagai dasar untuk pemberantasan korupsi,
mengingat hal ini dijamin pula di dalam undang-undang nomor 28 tahun 1999
tentang penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi. Demikian pula di dalam
undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana
korupsi dijamin hak atas akses informasi. Alhasil, dari perspektif konstitusi,
jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik telah menjadi hak
konstitusional yang harus dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang

ada di bawahnya.

3 Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalamm era pasca Reformasi, (Jakarta:
Sinar Harapan, 2006), 23-24.
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4. Tujuan
Tujuan utama keberadaan komisi informasi adalah menjadikan masyarakat
peduli dan ikut serta dalam kerangka merencanakan suatu kebijakan publik yang
menyangkut kepentingan bersama, atau segala sesuatu yang direncanakan
pemerintah untuk perencanaan atau program kedepan®*.

Didalam pasal 3 Undang-Undang keterbukaan informasi publik dinyatakan

bahwa’>:

a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan
publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,
serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan
pengelolaan badan publik yang baik.

d. Mewujudkan payelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan efektif
dan efesien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.

e. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang
banyak.

f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan/atau

**http://birokrasi. kompasiana.com/2010/12/12/implementasi-undang-undang-keterbukaan-
informasi-publik/
35 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
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publik tingkat provinsi dan/atau badan publik tingkat kabupaten/kota selama
komisi informasi di provinsi atan komisi informasi kabupaten/kota tersebut
belum terbentuk.

3. Kewenangan komisi informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian
sengketa yang menyangkut badan publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

4. Kewenangan komisi informasi kabupaten/kota meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota

yang bersangkutan.

Kewenangan Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi di
Indonesia

Apabila terjadi perselisihan antara badan publik yang mengharuskannva
memberikan informasi kepada masyarakat, perorangan atau sekelompok orang,
namun karena adanya ketentuan undang-undang atau informasi yamng dapat
dikatagorikan pengecualian, maka masyarakat yang ingin memperoleh namun
tertunda karena permasalahan tersebut maka ia dapat mengajukan keberatan
melalui penyelesaian sengketa oleh Komisi Informasi yang ada. Hal ini dapat
dilakukan secara tertulis kepada atasan pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi berdasarkan alasan®’ ;

37 hitp://hukum.kompasiana.com/ZO1 1/03/09/hukum-acara-komisi-informasi/



45

a. penolakan karena pengecualian, yang tercantum pada pasal 17 Undang-undang
No.14 th.2008 tentang keterbukaan informasi Publik selanjutnya disingkat
dengan UUKIP.

b. tidak disediakan informasi secara berkala yang meliputi; informasi tentang
badan publik tersebut, kegiatan dan kinerjanya, laporan keuangannya dan/atau
yang diatur oleh undang-undang,.

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya

d. tidak dipenuhinya permintaan informasi

€. pengenaan biaya yang tidak wajar

f. penyampaian informasi yang tidak tepat waktu

Keberatan vang diajukan oleh pemohon adalah dalam jangka waktu 30 hari
kerja setelah alasan tersebut. selanjutnya atasan pejabat pengelola informasi
memberikan tanggapan keberatan yang diajukan pemohon paling lambat 30 hari
kerja.

Apabila tanggapan atasan pejabat pengelola informasi tersebut tidak dapat
diterima oleh pemohon maka ia mengajukan kepada Komisi Informasi untuk
mendapat keputusan penyelesaian sengketa. Oleh Komisi Informasi sesuai dengan
fungsi tugas dan wewenang yang diberikan oleh UUKIP itu maka langkah pertama
ia memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk diselesaikan dengan cara
mediasi, dan apabila dengan jalan mediasi tidak di temukan suatu jalan keluar

maka selanjutnya ditempuh jalan Ajudigasi.
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Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan)®.

Dalam pasal 3 ayat 2 paraturan komisi informasi tentang prosedur
penyelesaian sengketa informasi dinyatakan, Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik melalui Komisi Informasi dapat.ditempuh dengan mediasi apabila®:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh
atasan PPID; atau

b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan
kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

keberatan diterima oleh atasan PPID.

Proses mediasi dilaksanakan oleh mediator dan mediator pembantu.
Mediator adalah ketua dan anggota pihak komisioner dari komisi informasi,
sedangkan mediator pembantu adalah komisioner pada komisi informasi atau
mediator selain komisi informasi. Diantara tugas dari para mediator adalah: wajib
mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk

mencapai kesepakatan, dan Mediator juga wajib mengusulkan agar kesepakatan

3% Peraturan komisi informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa
informasi publik
¥ Ibid.
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para pihak memuat pula sanksi bagi pihak yang dikemudian hari tidak
melaksanakan kesepakatan dan putusan yang telah diambil.
Dalam pasal 35 Peraturan komisi informasi dinyatakan bahwa, Mediator
menyatakan proses mediasi gagal apabila*:
a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses
mediasi gagal.
b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari perundingan.

c. kesepakatan belum tercapai dalam waktu sebagaimana dimaksud

Ajudikasi

Ajudigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak yang di putus
olek komisi informasi. Dalan ajudigasi ada dua bentuk yaitu Ajudikasi subtansi.
vaitu penolakan berdasarkan pengecualian informasi (pasal 17 UU KIP) dan
Ajudikasi prosedur, yaitu apabila mediasi gagal (untuk informasi terbuka).

Penyelesaian sengketa informasi Publik melalui ajudikasi nonlitigasi oleh
Komisi Informasi ditempuh mana kala proses mediasi tidak berhasil, maka Komisi
Informasi menggelar sidang ajudikasi nonlitigasi. Sidang Komisi Informasi yang
memeriksa dan memutus perkara terdiri dari paling sedikit 3 orang anggota

Komisi atau lebih dan harus berjumlah ganjil, dan bersifat terbuka untuk umum.

® wid
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Dalam hal pemeriksaan yang bersifat pengecualian sebagaimana tercantum pada
pasal 17 UUKIP, maka sidang pemeriksaan perkara bersifat tertutup®'.

Keputusan Komisi Informasi atas penyelesaian sengketa dengan ajudikasi

ini berupa ;

1. pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang
diminta berisikan salah satu perintah dibawah ini:

a. membatalkan putusan atasan badan p{lblik dan memutuskan untuk
memberikan sebagian atau seluruhnya informasi yang diminta oleh
pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau

b. mengukuhkan putusan atasan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
untuk tidak membcrikan informasi yang diminta baik sebagian atau
scluruhnya.

2. putusan Komisi Informasi tentang pokok keberatan tidak disediakan informasi
secara berkala yang meliputi; informasi tentang badan publik tersebut, kegiatan
dan kinerjanya, laporan kevangannya dan/atau yang diatur oleh undang-undang,
tidak ditanggapinya penmintaan informasi; atau ditanggapi tidak sepenuhnya
tidak dipenuhinya permintaan informasi, atau pengenaan biaya yang tidak wajar
serta penyampaian informasi yang tidak tepat waktu, berisikan salah satu

perintah ;

4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
publik.
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a. memerintahkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi untuk
menjalankan kewjibannya sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang,

b. memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka
waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam UUKIP.

c. Mengukuhkan pertimbangan atasan Badan Publik atau memutuskan

mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan onformasi.

Keputusan Komisi Informasi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,
kecuali keputusan yang menyangkut informasi yang dikecualikan. Komisi
Informasi selanjutnya memberikan salinan keputusannya kepada pihak yang

bersengketa.



BABIV
ANALISIS FIQIH STYASAH TERHADAP KEWENANGAN KOMISI

INFORMASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Mediasi Menurut Islam (Figih Siyasah)
1. Dasar Mediasi dalam Islam
Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan konsep
Tahkim, yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak
ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa®’.
Yang menjadi dasar hukum dalam islam adalah Al-Qur’an dan Hadits:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap
mereka. sekiranva kamu bersikap keras lagi berhati kasar. tentulah mercka
menjauhkan diri dari seAclilingmu Karena itu maatkanlah mercka. rmohonkanlal
ampun bagi mereka, dan berrmusyawaratiah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”
(Q.S. Ali Imron: 159)

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (dijputuskan) dengan musyawarat antara
mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada

mereka.”
(Q.S. as-Syura: 38)

a2 http//atinz. blogspot.com/2010/03/medjasi-dalam-hukum-islam.html, di akses tanggal 6-7-

2011
50
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“Hendaklah kamu selesaikan urusan kamu dengan musyawarah “
“Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang tajam
(ahl al-ra’yi) tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu”
“Apabila salah seorang kamu meminta konsultasi kepada saudaranya, maka
hendaklah ia memberikan petunjuk kepada orang itu”

(H.R. Ibn Majah)

“Orang yang diminta nasehatnya adalah orang terpercaya”
(H.R. Ibn Majah)

2. Ciri-Ciri Mediasi dalam Islam
Dari pengertian tahkim di atas bisa ditarik sebuah gambaran bahwa
unsur atau ciri khusus tahkim sebagai salah satu mekanisme penyelesaian
sengketa diluar pengadilan (non litigasi) adalah sebagai berikut*'.
a. Tahkim
Tahkim scbagai sarana penyelesaian sengketa informal dipimpin
oleh seorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang
menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator sesuai
kesepakatan. Hakam yang ditunjuk tidak terbatas pada satu orang tetapi
dapat lebih dari satu orang.
b. Hakam
Hakam bertugas membantu para pihak untuk membuat

persetujuan-persetujuan. Dalam upaya tertib dan lancamya proses

® id
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a. Tahap Persiapan

Dalam sebuah proses mediasi dibutuhkan bagi seorang mediator
untuk terlebih dahulu mendalami terhadap apa yang menjadi pokok
sengketa para pihak yang akan dibicarakan dalam mediasi tersebut. Dan
pada tahap ini juga mediator biasanya mengkonsultasikan dengan para
pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identisas pihak yang akan hadir,
durasi waktu dan sebagainya.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan yang pertama dilakukan adalah
pembentukan forum yaitu dimana sebelum dimulai antara mediator dan
para pihak menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk
diadakan rapai bersama dan mediator mengeluarkan pernyataan
pendahuluan.

Setelah itu tahap kedua dilanjutkan dengan pengumpulan dan
pembagian informasi, dimana mediator memberikan kesempatan kepada
para pihak untuk berbicara tentang fakta dan posisi menurut versinya
masing-masing. Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan
dapat mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan harus juga menerapkan
aturan keputusan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak.

Dalam tahapan ini mediator harus memperhatikan semua informasi

yang disampaikan masing-masing pihak, karena masing-masing informasi



54

tentulah merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan
oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam
menyampaikan fakta para pihak juga mempunyai gaya yang berbeda-beda,
hal-hal seperti itulah yang harus diperhatikan oleh mediator.

Setelah pengumpulam dan pembagian data maka langkah ketiga
dilanjutkan dengan negosiasi pemecahan masalah. Yaitu diskusi dan
tanggapan terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing
pihak. Para pihak mengadakan tawar menawar (negosiasi diantara

mereka).

B. Ajudikasi dalam Islam (Figih Siyasah)

Kewenangan komisi informasi vang lain adalah Ajudikasi. vakni melalui
persidangan. Hal ini dapat dilaksanakan oleh komisi informasi apabila pemohon
informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi
namun proses mediasi gagal atau salah satwpara pihak menarik diri dari proses
mediasi.

Apabila proses media telah ditempuh namun tidak dapat ditemukan
kesepakatan bersama, maka komisi informasi dapat melaksanakan persidangan
untuk memutuskan perkara tersebut. Selain itu komisi informasi juga dapat
melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi sengketa, serta

meminta pembuktian kedua belah pihak.
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1. Dasar Ajudikasi menurut Islam
Cara penyelesaian ini dilakukan untuk mencari atau mendapatkan
keadilan dari sesuatu yang menjadi sengketa para pihak. Sebagaimana
perintah melaksanakan keadilan dalam islam telah banyak ditemukan secara
eksplisit dalam al-Qur’an. Ayat-ayat al-Qur’an menyuruh untuk berlaku adil
dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai tujuan dari pemerintahan*.
Di antaranya Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil”.
(Q.S. an-Nisa’: 58)

Persengketaan vang terjadi antara kedualebih pihak harus scgera
diselesaikan karena itu akan berdampak hkepada hubungan yang tidak
harmonis dan mengganggu persatuan dan kesatuan dalam negara.
Sebagaimana dalam alqur’an telah dijelaskan:

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu
dahulu (masa Jahiliyah) bermusuli-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu,
lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara”

(Q.S. Ali Imron: 103)

“ Ibid.
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“Orang-orang beriman itu Sesungguhn iya bersaudara. sebab itu damaikaniah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah,
Supaya kamu mendapat rahmat”.

(Q.S. al-Hujurat: 10)

Apabila komisi informasi telah menggunakan kewenangannya untuk
melaksanakan peradilan (setelah proses mediasi tidak ditemukan
kesepakatan) maka para pihak yang bersengketa harus tunduk dan patuh
terhadap proses hukum yang berjaian. Persamaan di depan hukum dan
membela diri ini telah dijelaskan dalam al qur’an sebagai berikut*':

Apabila menetapkan hukum di antara manusia supayva kamu menetapkan dengan
adil.
(Q.S. al-Nisa'; 58)

Dan Sesungguhnva orang-orang iang membcla dirt sesi'ah teraniave. ridaX adz
satu dosapun terhadap mereia.
(Q.S. al-Syura: 41)
2. Prosedur Ajudikasi
Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum. Namun, dalam hal
pemerikasaan dokumen-dokumen yang sifat pengecualian dalam undang-
undang atau rahasia maka sidang dilaksanakan secara tertutup. Dalam hal ini

majelis komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen tersebut.

* Abdul Muin Salim, Figih Siyasah konsepsi kekuasaan poitik dalam Al-Qur’an, (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2002), 206.
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Salah satu tugas hakim dalam menangani suatu sengketa atau
permasalahan yaitu, hakim terlebih dahulu mendamaikan antara pihak-pihak
yang beperkara. Jika tidak dapat didamaikan, maka barulah suatu sengketa
diperiksa sebagaimana menurut semestinya (ajudikasi).

Pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan
sengketa di dalam figh islam adalah nash-nash yang gqath’i dalalah-nya dan
qath’i stubut-nya, baik al-Qur’an maupun As sunnah dan hukum-hukum yang
telah di ijma’kan atau yang mudah diketahui dari agama®.

Apabila hakim dalam memutuskan perkara berlawanan dengan
ketetapan-ketetapan nash yang sudah diterangkan, maka putusannya dapat
dibatalkan.

Menvurut para fugaha ada beberapa cara bagi pcngadilan. diantaranva
yaitu hakim boleh memeriksa perkara dalan: sidang terbuka dan bolch pula
dalam sidang tertutup (dalam hal ini Rasul dan para khulafa’ dahulu
senantiasa memutusakan perkara dalam sidang terbuka). Hakim boleh
menyertakan beberapa ahli ukum untuk menyaksikan putusannya, dan boleh
pula hakim memutuskan suatu perkara dengan seorang diri dengan hanya
ditemani oleh pengawai-pegawainya.

Pemeriksaan persidangan ajudikasi sebagai berikut: (1) mendengarkan

dan/atau mengkonfirmasi keterangan Pemohon; (2) mendengarkan dan/atau

% Hasbi ash siddieqy, Peradilan.....58
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mengkonfirmasi keterangan Termohon; (3) mendengarkan keterangan saksi, jika
ada dan/atau diperlukan; (4) mendengarkan keterangan ahli, jika ada dan/atau
diperlukan; (5) mendengarkan keterangan Pihak Terkait, jika ada dan/atau
diperlukan; (6) memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan,
dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat
dijadikan petunjuk, jika diperlukan; (7) mendengarkan kesimpulan dari kedua

belah pihak jika ada dan/atau diperlukan.

C. Pandangan Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Informasi
Menurut kajian figh siyasah keberadaan lembaga pengawasan seperti
komisi informasi sangat penting, hal ini merujuk kepada perintah al-Qur’an yang
secara implisit mengamanatkan adanya iembaga pengawasan. vaitu firman Allah
SWT dalam surat Ali-imran ayat 104 yang berbunyi:

;1 ‘/o ,/,

A 2 Bl Kl 2 B3atsy el Ot g AT By 3p 5 U1K 1SS
Artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang
mengkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam
bahasa al-qur’an “segolongan umat” yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu
al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, meskipun di dalam al-Qur’an tidak

menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan

tersebut.
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Nabi muhammad SAW juga memerintahkan ummatnya untuk menegakkan
al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, beliau bersabda dalam hadis yang
diriwayatkan oleh muslim yang artinya “barang siapa dari kalian yang melihat
kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka
cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka ccgahlah dengan hati, dan itu
merupakan lemahnya iman”.

Allah juga berfirman dalam surah Annisa’ 58, yang artinya “dan apabila
kamu sekalian menghukumi sesama manusia, hendaklah kamu menghukumi
dengan adil”. Berhukum di antara manusia ini maksudnya adalah menegakkan
hukum-hukum dan hak-hak mereka tanpa membedakan status, karena cenderung
seseorang yang mempunyai jabatan atau kekayaan lebih diunggulkan.

Menurut ibnu Taimiyah dalam kitab siyvasai syar'iyvah menvatakan bahwa

gangkatan pemimpin salah satu tujuannya adalah untuk a/-amr bi al-ma’ruf wa
al-nahy ‘an al-munkar. Karena kemaslakhatan kehidupan hamba itu tidak mungkin
dicapai kecuali dengan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar dan keadilan.
juga karena kehidupan hamba itu harus dengan taat kepada Allah dan Rasul-nya
dan itu hanya hanya dapat dicapai dengan menegakkan al-amr bi al-ma’ruf wa al-
pahy ‘an al-munkar dan keadilan. Oleh karena itu, dalam islam seorang pemimpin
wajib untuk membentuk suatu lembaga yang menangani masalah keadilan dan al-

amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar.
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Begitu pula menurut pendapat al-mawardi bahwa imam (khalifah) itu
diproyeksikan untuk mengambil ailh peran kenabian dalam menjaga agama dan
mengatur urusan dunia (a/ imamah mawdhuatun Ii khilafatin nubuwwah fi hirasat
al din wa siyasat al dunya).

Kelahiran sebuah lembaga baru (komisi informasi) adalah suatu hal yang
dibutuhkan masyarakat umum, sebab dalam pandangan figih syiasah keadaan
semacam ini pernah terjadi di jaman kejayaan islam dahulu. Selain itu banyak dalil
ayat al qur'an yang mendukung keberadaan komisi tersebut.

Selain itu dengan adanya komisi informasi terdapat nilai-nilai islam yang
bisa diambil dan dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya
keterbukaan, jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

Dengan memperhatikan dalil-dalil dan pcndapat-pendapat di atas. seria
ketentuan dalam UU RI No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
pada dasarnya keberadaan komisi informasi di indonesia tidak bertentangan
dengan figih syiasah karena mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk keadilan
dan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar.

Dalam kajian figih syiasah lembaga yang melaksanakan tugas amar ma’ruf
nahi mungkar dikenal dengan nama Wilayat al Madzalim yang menjalankan fungsi
pengawasan apabila terjadi penyelewengan oleh pejabat.

Secara umum tugas al Madzalim adalah mengajak kepada para pelaku

pidana kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka, dan melarang pihak-pihak
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yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka. Lembaga ini
memeriksa perkara-perkara peganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa
dan hakim-hakim ataupun anak-anak orang-orang yang berkuasa. Termasuk di
dalamnya keterbukaan pejabat sebagai penentu kebijakan publik.

Komisi informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan
undang-undang nomor 14 tahun 2008 dan peraturan pelaksaannya menetapkan
petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa
informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi informasi berwenang Menerima, memeriksa dan memutuskan
permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik
berdasarkan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang.

Komisi informasi juga berwenang Memanggil dan/atau mempertemukan
para pihak yang bersengketa, Meminta catatan atau bahan yang relevan yang
dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya
menyelesaikan sengketa informasi publik, Meminta keterangan atau menghadirkan
pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian
sengketa informasi publik, Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar
keterangannya dalam ajudikasi nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik,
Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat

menilai kinerja komisi informasi
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Dengan demikian, menurut penulis apabila melihat tugas serta kewenangan
yang dijalankan oleh komisi informasi sarat dengan apa yang telah dijalankan
dengan wilayat al-madzalim dalam ketatanegaraan islam. Dengan kata lain komisi
informasi mengambil prinsip-prinsip lembaga pengawasan dalam islam.

Secara posisi lembaga, komisi informasi sebagai lembaga pengawasan
negara yang mandiri, memiliki kesamaan dengan wilayat al-madzalim yaitu
sebagai lembaga peradilan islam yang juga mandiri dari kekuasaan khalifah. Hanya
bedanya komisi informasi sebagai lembaga negara yang mandiri di indonesia,
sedangkan wilayat al-madzalim berada dalam lingkungan peradilan islam.

Singkatnya, menurut penulis bahwa dibentuknya komisi informasi di
indonesia sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam
figh siyasah. Yaitu keadilan dan al-amr bi al-ma’ruf wa al-nahv "an al-munkar
untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan umtuk memperkecil
terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh

wilayat al-Madzlim dalam ketatanegaraan islam.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Dalam undang-undang No, 14 tahun 2008 tersebut telah dijelaskan bahwa

komisi informasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik mempunyai
kewenangan untuk menyelesaikannya dengan jalan mediasi dan/atau ajudikasi
pon litigasi.
Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak
melalui bantuan mediator Komisi Informasi (hanya untuk informasi yang tidak
dikecualikan). Ajudigasi adalah proses penyelesaian sengketa antara pihak yang
di putus oleh Komisi Informasi.

2. Mediasi dalam literatur hukum Islam dapat disamakan dengan konsep Tahkim.
yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga atau
yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. Sedangkan Ajudikasi
merupakan penyelesaian dilakukan untuk mencari atau mendapatkan keadilan
dari sesuatu yang menjadi sengketa para pihak, sebagaimana contoh dalam
praktek Wilayah al-Mazalim. Perintah melaksanakan keadilan dalam islam
telah banyak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an, ayat-ayat al-Qur’an
menyuruh untuk berlaku adil dan Allah sendiri menjadikan keadilan itu sebagai

tujuan dari pemerintahan.
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Dibentuknya komisi informasi di indonesia sesuai dan tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip pengawasan dalam Figih Siyasah. Yaitu konsep Tahkim,
Keadilan dan al-amr bi al-ma’ruf wa al-naby ‘an al-munkar untuk mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Wilayah

al-Mazalim dalam ketatanegaraan islam.
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B. Saran

1. Komisi informasi agar meningkatkan sosialisasi, penyebaran pengetahuan dan
pemahaman tentang tugas, kewenangan, serta ketercapaian-ketercapaian yang
telah dilakukan komisi ini supaya masyarakat dapat memberikan penilain dan
kritik terhadap keberadaan komisi yang baru ini.

2. Adanya komisi informasi ini tidak bertentangan dengan prinsip pengawasan
figih siyasah, dan akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik
sebab masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama islam. Karenanya
diharapkan komisi ini dapat menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada
sehingga akan tercipta tatanan masyarakat yang adil dan a/-amr bi al-ma’ruf

wa al-nahy ‘an al-munkar.
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